
P31RATURAN DAERAH PROEENSI • 
.DAERAH THîGKAT I M7SA TENGGAHA TIMOR 

' NÖ&IOR 8 TAHÜN 1990 -

.TENTANO 
PENYERÄl^ SE3AGIAN URUSAN -PEfeRINTAH PRöPlNSI DAERAH 

, TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DAXAE BIDANG ,' 
KEPARIWISATAAli, KEP ADA DAERAH TINGKAT II -

• DENGAN RAHMAT TUHAN yAJTG MAHA ESA 
GUBERNUR 'ÌCEPAIiÀ DAERAH TINGKAT I-FUSA TENGGARA TIMÜR» 

Menimbang : a*, bahwa untuk pengembangan Kepariwisataan di Dae~-

ran yang diarahkan guna meningkatkan pendapat -

an, meratakan pembangunon dalam rangka pengis±~ 

, on atonorai yang nyata, don bertanggung ' jawab, 

moka Propinai Daerah Tingkat JL Nusa fsnggara Ti¿ 
mur merasa perlu menyerahkan sshagion urusan da 

lam bidang kepariwisataan kepada Daerah, Tingkat 
II ; • 

b# bohwa.sesuai,dengan moksud tersebut di atas, di 

, pandong perlu roanetapkan Peraisuran Daerah ten 

tang Penyeráhan Sebagian. Urusan Pemerintah. Pro~ 

pinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur da­

lam bidang kepariwisataan kepada Daerah Ti&gkat 

Mbn^in¿3a?t"í 1. Undong-uñdang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -

kok-pokok Pemerintahon di Daerah (Lembaran Nega 

• . ra Republik Indonesia frohun T974 Nomor 38,\Tai»¡* 

• • v bohon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

, 3037- )$ • , *. 

2»- Undong~undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Psö -

bentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,Nusa Teng 

gara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran t. 

Jfegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor- 115» 

Tambaban' Lembaran Negara Republik Indonesia No-» 

mor 1.649 ) ; •'••>.. 

3. Undong-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pam -

bentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Iñfilla «*; 

. yah I)ûôrabp»daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengga­

ra Barat don Nusa Tenggara Timur ( Lembaran % 

gora Republik Indonesia Tahun 1958 Nonu*r f22, 

Tambaban Lembaran -Negara Republik • IndoneaEa No-

mor 1655 ) î ' * « • ; 4 , I s f i S f c ^ 



P3SRATURAN DAERAH PRQPINSI 
* .DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMOR 

NOMOR 8 TAHUN 19tO 

. ' - TENTANG 
P E N Y E R Ä N SEBAGIAN URUSAN -PEMERINTAH PROP INS I DAERAH 

TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM, BIDANG .' 
KEPAÉIÏÏISAaAAlî .KEPADA DAERAH TINGKAT II • 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR 'KEPAIiA DAERAH TINGKAT I -NUSA TENGGARA TIMUR» 

Menimbang : a» bahwa untuk pengembangan Kepariwisataan di Dae­

rah yang diarahkan guna maningkatkon pendapat 

an, meratakan pembangunon dalam rangka pangisi-

. on otonomi yang nyata, dan bertanggung ' ¡jawab, 

moka Propinai Daerah Tingkat Nusa Tenggara Ti¿ 

mur mera sa per lu menyerahkan sehagian urusan da_ 

lam bidang kepariwisataan kepada Daerah, Tingkat 

b. bahwa.-sesuai dengan moksud tersebut di atas, di 

. pandong përlu menetapkon Pera turan Daerah ten -

tang Penyeráhan Sebagian Urusan Pemerintah Pra-í 

plnsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur da­

lam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tiängkat 

MongLnßafc"» i. Undang-uñdang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -

kok-pokpk Pemerintahon di Daerah-(Lembaran Nega 

• . ra Republik Indonesia fcohun T974 Nomor 38, .Taro»-

• " v bahan Lembaran Negara Republik Indonèsia Nomor 

. 3037- )ï * * 

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Peta -

bentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Teng 

gara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran 4. 

pegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomar- 1.15» 

Tambaban' Lembaran Negara Republik Indonesia .No-? 

mor 1.649 ) î ' >. 

3« Undang-undang Nomor 69 Tahun Ï958 tentang Pem -

bentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam. T&la 

. yah Daerob-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengga­

ra Barat" dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran He 

gara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor f22, 

Tambaban Lembaran Negara Republik • 3&done*Ëô Kó-» 

mor 1655 ) ; - ^ g g i s t e S ^ v 



r Pera turan Pemerintah .Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah daìam bidang 

Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, TaiibsJhan Lembaran 

Negara Nomor 3144 ) ; " ' 

( jgá Peraturan Mentetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-

urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ; 

? -6« Keputüsan Ber sama Menteri Perhubúngan dan Menteri Dalam Ne­

geri Republik Indonesia Nomor Knu292/Hk« 205 / Phb - 79 
. Uomor 208 Tahun 1979 

tentang Ketentuan Pelakaanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian 

Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Dae­

rah Tingkat I ; 

7« Peraturan* Daerah Propinai Daerah Tingkat I Nusa Tenggara, T¿ 

mur Nomor .13 Tahun 198t tentang Pembentukan, Susunan Orgon£ 

sa si dan Tata Kérja Dinas Pariwisata Propinai Daerah Ting -

kat I Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Propinsi Dae ¿ 

, rah.Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Tahun 1982 Nomor 103 

Seri D ) ; • 

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti¿ 

mur, Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organi 

sasi dan,/Tata Kerja Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Propinsi Da 

erah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 57 

Seri D ) ; " • 

9» Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti 

- mur Nomor 12 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggàra 

Timur ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Hüsa 

Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 112 Seri D ) j . 

10.1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara T¿, 

mur Nomor 13 Tahun 1^86 tentang Usaba dan Penggolongan Los-

men ( Lembaran" Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga 

ra Timur Tahun 1987 Nomor 114 Seri B ) , yang diubsh dengan 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara T¿ 

mur Nomor .19 Tahun 1988 ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 250 Seri B ) 

dan Nomor 8 Tahun 1989 ; 
11« Peraturan.••••••»•.». 



11« Peraturan Daerah.Propinai Daerah Tingkat I 

- Nusa Tenggara Timur Nomor "14 Tjahun 1986 

tentang Usaha Rumah Makan ( Lembaran "Dae­

rah Propinsi, Daerah Tingkat I Nusa Tengga­

ra Timur Tahun 1987 Nomor 116 Sesä B ),yang 

• diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara .Timur Nomor 

20 Tahun 1988 ( Lembaran Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat.1 Nusa Tenggara Timur Tahun 

1989 Nomor 251 Seri B ) j 

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I . 

Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun • 1986 

tentang Usaha Pondok M sat a ( Lembaran Dag," 

rah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tengga­

ra Timur Tahun .1987 Nomor <11S 'Seri B) tyang 

diubah dengaitt Peraturan Daerah Propinai Da 

erah Tingkat I Nusa "Tenggara Timur Nomor 

, 21 Tahun 1988 j 

13» Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat T 

Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1986 

tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umuro, 

( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 

I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 172 

Seri B ) , yàng diubah dengan Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I jNusa Teng^ 

gara Timur Nomor 22 Tahun 1988 } 

14# Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1.988 

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara TjJ. 

mur Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentuk-

on, Siisunan Organi sa si dan Tata Kerja' Dinas 

, Pariwisata Propinsi Daerah TingkatI Nusa 

Tenggara Timur Ç Lembaran Daerah Propinai 

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 

1989 Nomor 22 Seri 'D ) • 

Pengon, 



s,- Dengan per-setujuan Dewen Perwakilon Rakyat 

Daerah; Propinai Daeraìi Tingkat I -Nusa ' TenggaTa 

• raùr. " •' ••• 

M'E M U'T Í I S K ' n ' í ' " ' 

P E n m R A N DiAÉRàH PROPULSI üüáSRAfí TINGKAT I N U S A 

» ™ »»raa%m S É B A G I A N URUSAIÌ 

P2J.IBRETTAH PROPlKSI DAERAH T3^GKAT I. N U S A ,3?ENGGA-

R A T I M Ü R DALAM BIDANG, . I^aRÌViISATAAN- K E P A D A 

IÌA3RAK TINGK&T , II. . • - " ' . 

• fflWENTÌSkN U M U M 

- . Pasal 1 " • ' '* 

, Palaia Per a turan Daerah .ini yang dimakstíd¿ dengan : 

a. Gubernur Kep&la Daerah adalah Gubemur 1 , Kepala 

"Daerah Tingkat l'Hu^a Tènggara Timur ; -

•b. Daerah adaí&h Propinsi Daerah Tingkat, I Nusa 

Tenggaral Timur ; " ' • ' , 

c«-.Daerah Tingkat.II 'adalah Kabupaten Daerah Ting 

kat II dalam ?/ilayah.Propinsi-Daerah Tingkat I 

1TU30, Teng'gora 'Timur. ; 

d. KepariwjLsataan adalah keseluruhan kegiatan Pe-

merihtah* dunia usí.-ha dan masyarakat yang ' d£-

tujukan UntuJc menala, kebutuhan perjalanan dan 

" persinggahan wioataan ; 

e. Obyek 7.1 sata-adalah pervmjudan darl padatipta 

an manusia, tata hidup, seni budaya. serta se « 
* 

jarah dan tempat atc.u keadáári alani. yang mempu-

nyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan* • 

(f) Pramuvirisata adalah-orang yang pekerjcannya mem 

berikan bimbinga-a, penerangan dan petunjuk ke-

pada wisatawan, mengenai obyek wìsata j 

,g. Hotel Bunga Melati adalah suatu usaha komer -

sii yang menggunakan seluruh atau*sebagiah da*-

ri suatu. bangunan yang khusus disediakan bagi 

setiap orang yang memperoleh peìayanan pengi ~~ 
napan.s. , . ~ , 

.. • . h. Ponaok,........... 



h# Pondok Ytítsata adalah: suatu usaha perbrangan dengan raenggu-

nakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi ae -

tiap orang dengan perhitungán pembayaran harian ; 

i, Penginapan Remaja adalah suatu usaba yang tidak bertujuan 

komerail yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu 

N bangunan yang khusus disediakan bagi rema ja-untuk memper 

oleh .pelayanan penginapan dan pelayanan lain ; 

j, Pérkemahan'adalah suatu.bentuk wisata dengan menggunakan 

tenda/yang di p&sang di alam terbukc. atau kareta gandengan 

bawaan sehdiri sebagai tempat menginap ; 

k. Rumah Makan adalah setiap tempat usahu komersil yang ruang 

lingkup kegiatannya menyediakán hidangan dan mthuman untuk 

umum di tempat. usahanya j / -

1. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaba' komer­

sil'yang ruang lingkup kegiatannyadimaksudkan untuk mem -

, berikan kesegaran rohahi dan jasman! 5 

m». Promosi Pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara 

eistimatis yang dilaksanakan oleh Daerah" Tiñgkat II guna 

merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya un — 

tuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah Tingkat 

II yang bersangkutan ; 

n. Mándala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegia¿ 

• an pénérangan wisata serta peragaon kesenian dan kebudaya-

an khas daerah ; 

- B A B II . / -

URUSAN-XTRUSAN YANG DISBRAHKAN 

' , Pasal . 2 * 

Dengan tidak Bjengurangl tánggüng jawab Gubernur Kepala Dae -

rah atas pembinaan dan pengáwásan di bidang kepariwisataan^ke 

"padá Daerah Tingkat II diserahkan. tugas dan wewenang pembina-

an sebagian urusan di bidang kepariwisataan sebag&iraana dimak 

aud dalánt pasal 3 Pera turan Daerah" ini, menjadi urusan rumah 

tangganya# . . 

Pasal 3 . * . 

Urusan-urusan yang diserahkan sebogáimana dimaksud pada pasal 

2 Peraturan Daerah ini meliputi s-. ' 

• • " a, Urusan»»»».«»•»<«•• 



a* Urusan Obyek Wisata ; . ' 

b . * Umsan^Pramwisata ; 

c. UrusaiifHotel: Bunga Melati ; • -

d. Urusan Pondok Wisata ; 

e* Urusan Penginapan Rema;) a ; 

f» Urusan P'erkemahan ; 

g. Urusan Rumah Makan ; 

h . Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum $ 

i. Urusan Promosi Pariwisata Daerah ; 

ì• Urusan Mandala Wisata. 

, B A B III 

K E P E G A W A I A I 

Pasal 4 * 

(1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk 

mengangkat Pegawai Daerah berdasarkan pasal 50 dan 

pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 19-74» raaka un­

tuk menyelenggarakan wewenang, tugas don kewajiban 

Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana 

tersebut pada pasal 3. Peraturan Daerah, ini, Pegawai 

Daerah Tingkat I dapat diperbantukan kepada . Daerah 

Tingkat II. 

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentu-

an dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih' 

lanjut oleh Gubernur'Kepala Daerah sesuai dengan ke-

tèntuan yang berlaku. 

B .A B IV 

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN 

y Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan sesuai dengan pasal 2 

dan 3 Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berhu­

bungan dengan sumber pembiayaan dan inventaria barang, baik 

bergerak maupun tidak bergerak akan diatur lebih lanjut de­

ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. 

- Pasal 6 

Segala pungutan di bidang képariwisataàn di Daerah Tingkat 

II diatur dan, ditetapkan daldm Peraturan Daerah dengan 

merigindahkan. ••••••« 



mengindahfran petunjuk yang diberikan oleh Gubernur K^pala 

DaeraJi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang -

berlaku. 

O R G A I I S 4 S I 

Pasal 7 

Paàa setiap Daerah Tingkat II dibentuk Dinas Pariwisata 

sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II 

di bidang kèpariwisataan sesuai dengan pedoman yang dite-

tapkan oleh Menteri Dalara Negeri. 

Pasal ,8 J 

Pembentukan, Susunan Organiaasi don Tata Kerja Dinas Pari 

wisata Daerah Tingkat II ditetàpkan dengan Peraturan Dae. 

rah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat penge-

sahan dari Gubemur Kepala Daerah» 

3 A B VI 

• SERAH TERIMA " 

Pasal 9 - , • 

(1) Penyerahan secara nyatà dari urusan-urusan sebagaimana 

diraaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini di 

laksanakan dengan serah terima yang menyebutkon hal-

hal tentang keuangan, utang •piutang, barang-barang in­

ventaria dan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah 

Tingkat II ; 

y (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat O ) pasal 

ini dilakukan' oleh Gubemur kepala Daerah dalam suatu 

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabup& 

ten Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

B A B VII 

KETENTUAN PERAIIHAN 

Pasal 10 

(1) Selama belum berlaku Peraturan-peraturan Daerah Ting, 

kat II yang berkoitan' dengan pengelolaan urusan-urusan 



v i 

'Cr' V 

• w 3 •* 

(2) 

yang-/telali diserah terimakan sebagaiinana dUmakaudkan -

pada pasal 3r 8 dan.9 Peraturan Daerah ini, moka tetap 

berlaku Peraturan Daerah Propinai yang telah ada sebe-

lunnya mengenai hal-hal tersebut. 

Hal-hal yang berhubungah dengan pelaksanaan ketentuan 

pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh 

Gubernur Kepala Daerah. 

B A B VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

• p. asal 11 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di 

tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur Kepala Da£ 

rah, sepanjang mengenai palaksanaennya. 

B A B IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
da^am Lerabaran Daerah. 

Agar setiap orong mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae 
rah. 

RAKYAT DAERAH 
DAERAH TINGKAT I 
ENGGARA TIMUR 

Kupang, 24 Nopember 1990 

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR, 

Disahkan oleh * 

Mentori Dalam Negeri 
dengan Keputusan Nornor.»... 

T^uggöx,... •ft*|«j^H»R.A»M« • Sèri 

Tgl.s^3^§E22öM^:,J,2 /* 
Teral 

angkan dalam 
Lembaran Daerah Propinai Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur 
Äaaea? • «••••••« tanggal •••••«•• 

• ••••••««. . •. 

Llayah/Daerah, 

Dladjad; ) 

» a m 



P E N J B L A S A N 

ATAS 

I-ENTURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I ÑUS A TENGGARA TBIUR 

NOMOR 8 TAHUN 1990. 

TENTANG 

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DALAM BIDANG 

KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAHk TINGKAT II 

PENJELASAN UMUM t 
Nusa Tenggara Timur merupakan Propinai Kepulauan^yang terdiri 

dari pulau-pulau besar dan kecil yàng mempunyai kekayaan alara 

berlimpah, yang termasuk didalamnya kekayaan dalam bidang Ke­

pariwisataan» 

Potensi Kepariwisataan Nusa Tenggara Timur yang tersebar disg 

luruh wilayah Kabupaten, dimana jenis dan coraknya beraneka -

ragám yang menunjukkan ciri khas masing-masing Daerah perlu 

dibina dan dikemb^angkan demi menunjfxng pembangunan bangsa dan 

Negara, khususnya Propinai Nùsa Tenggara Timur* 

Kepariwisataan mempunyai peranan penting yaitu selain sebagai 

penghasil pendapatan Daerah juga membuka lapangan kerja baru, 

sehingga perlu dikembangkan dan dipromosikan karena pengembang, 

an Kepariwisataan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ta 

raf hidup masyarakat. . . . . -

Sehuhungan dengan hai tersebut diatas, maka Propinai Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk raenyerah-

kan eebaglan lírusan dalam bidang Kepariwisataan kepada Kabupgt 

ten Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian Otonomi yang nya 

ta, dinamia dan bertanggung jawab sesuai dengan isi dan jiwa 

'Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974« 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk secara j elas memberi -

oroh yang harus ditempuh, dalam rangka pelaksanoan pasal 49 

ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pomerintahon di Daerah, dan untuk kepentingan penyelenggaroan 

Pémerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta me-

laksanokan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan 

mémberikan landasan hukum bagi kegiatan-kegiatan'yang kerjja -

díbidang ini* 

II, PENJELASAN • • • • • 



1... I l 

- 2 -

1 1 • PENJSIu^idT PASAI> SEMI P/J3AL ; 

Posai-• 1 : Cukup jclas. 

Posai 2 . 

Waloupun imxsc4i-urusan Koparìwisatacui yang tolah di^erolikaia ko 

pacla Daorali .Tijigkali II norgacLp. Urusan DaerrJa Tingkot TI yang 

'• borsanokutan,, ' nanua, toja^sung j'owob peiibinoon don keb.i joJrsnnnan 

Ùiiuii ataS'.-urasoja-arrusnai toroobut tetaiD bcrada . pada Gubcr -

ìiur Kopolo ' Dacron «• 

Posai 3 

Huruf a : Urusan Obyok. Wieoto .yoiic* diiiaksud' adalali Obyok Wisa»-
ta yong scponjang nonurut poraturon peruiadan^-madong 

•nii yon^ bcrlalai tidak 3110013 odi urusaii Pcnorintnii Pu ~ 
sat don Dacron {Dingkat I » 

" Huruf b t Urusan Pranuwisato yang dinokoud dolori posai ini odo 
loia Pranuwiéata khusus yaitu Pronawisata yang Dooroli. 

kcrjanya torbatas pddo satu obyok tertontu, 

Huruf c. : Ho-tol Bunga Mcloti v. yong dijjaksud dolori* Posai i n i -
horus rionónulii kotontuon Peraturan Pcrundangan 

yang ooi^ongkut Tcnogo Kcrjo, kogiotoii tisoJio,aoni 

tosi don Hysiono. "linslaiiigon serto kolestorian ling -

Izungaii Iiidup,. 

Huruf d . j Yang dimaksud dongan tide.lt: bortuJuan konersil adalah 

.. . suatutusana yang tidak nonontinskan laba tetapi lobih 

diarahkan kopada ponbinaan romana. 

Huruf e : Usalia Poadok • Wisoto dopot ncnycdiakan josa polayanon 

nokon don riinun sabotai jaso tojibalaan. 

Huruf f : Usano Porkenolioii po&o closomyo rionyodiokon fasilitos 

borirono]! dongon luos arcai'selairojiig-lmrangnyr. 2,5 Ho. 

Huruf g : Yong-diDaksud Runah Makon disini 'tidak temasuk Bar 
don Restaran, 

Huruf li : Sctiop Mandalo Wisoto .sclairrjae-kua,oji3n̂ '-o liorus rieni-

l i k i tenpot otaù ruaiigon untuk -nelalrakari ko^dotan p;o_ 
•neraiagaia Wisata, ponyajjion sciii/portunjukon poragaam" 

penbuotan barong-borong kcrojiiioii don pcaajualan"ba — 

, rang hnsil korajjinaia. 

Huruf 1 : Yang 

http://tide.lt


Huruf i : Yang teráasuk jonis Usaha nekreasi,d n Eaburan Unuri 

\.• ' dalan Pacai :nii,adalah : " . 
*• - . • » 

• • / • > • • • 

1*. Taiian Bolcroasi yaitu Usaha yang nonyediakon ten-

pat don borbagai jonis fasiiitas lúituk nonberi -

kan kcsegaran rohoiii dan jaonani yang iioiigóndung 

unsur hiburon, pendidikan dan kobudayaan sebagai 

usaha pokok disuotu kawacon tortontu don. dapat 

dilengkapi dongan. ̂ poiiyodiaaii jasa polayanan nakan' 

dan ninun serta akonodasi... 

2". (folcnggong Renang y aita usaha yang nonycdiakan t, 

tonpat dan fasiiitas untuk boronang, Tañan dan-' 

Arena beroáin ojiak-anak sobagai usaba pokok dan 

dápat dilongltapi dongan pcnyodiaan jasa polayanan 

nakan dan ninun. ' • • . • 

3 , Periindian Alan yaitu usaba yang nonyediokan ton 

pat.dan faBilitas untuk nraidi-nandi dengan nenan 

faatltan air panas dan atau air tcrjun se-bagai -

usaha pokok dan'dapat dilongkapi dongan polayanan 

rxdamdan xiixiun sorta okonodasi. 

Eolan Iloiianoiaig'yfdtu usaha* yang nónyodiakan -

tcnrat dan fasiiitas untulc nonancing ikan sebagai 

usaha pokok Can dapat dilcaigkapi dongan • pcnyodiàon 

jasa polayanan. nakan dan riinun» 

Pasal 3 huruf 3 s Cukup jolas. 

' Pasal 4- dan Pasal 5 < : OUkup jolas, 

Pasal 6 PungUtan yang dinaksud dalan pasal ini . adalnh 

pungutan torhadap urusan-iirusan • yang tolah diserah 

ican sooora, nyata. 

Pasal 7 1 Sebagai unsur polaksana di Dacron, qtas uruson-urus 
an yang' tolah discrahlran kepada Daorah Tingjsnt II, 

naka Ponorintah Dabrali nonbontuk Dinas Pariv/iòata 

Q G S u a i dongan' pedonan yang ditotapkon oloh Mentori 

' Dalan Hegori. .... 

pasal 8 s/d Pasal il : Cukup jolas. 



Huruf i s Yang tcrbasuk jonis Usaha Rekreasi^ n Hiburan Unuri 

v • dalan Pacai ini ,adalah : " . 

1*. Tanan Rekroasi yaitu Usaha yang nenycdiakon ton­

pat don borbagai jonis fasiiitas uhtult.nonbori -

Iran kosegaran roliaiii dan'jasnani yang noiigandung 

unour hiburan, pondidikan don kobudayaan sebagai 

usaha pokok disuatu Irawacaia tortontu' dan dapat 

dildigkapi dongan ̂ ponyodiaan 'jasa polayanan nakan 

dan ninun serta okonodasi.» 

2*. Gelanggang Renong yait* usaha yang nonycdiakan , 

tonpat dan fasiiitas untuk bcronang, Sanan d'an-' 

Arena bernain eaiak-anak sobagai usaha pokok dan 

dapat dilongltapi dongan ponyodiaan jasa polayanan 

nakan dan ninun. ' ' . 

3. Penandiaii Alan yaitu nsoha yang nonyediakan tori 

pat.clon fasiiitas untuk naiicli-nandi dengan nenan 

, faatkan air panas dan atau air torjun sobagai -

usaha pokok don'dapat dilongkapi dongan polayanan 

xxdsBndan ninun serta akonodasi. 

kolan Ilonancing ' yaitu usalia'yang nónycdieiìrn -

tonpat daii fasiiitas untuk nonanciiig ikan sebagai 

uoalia pokok dan dapat dilongkapi' dongan -ponyodiaan 

jasa polayanan nokan don ronun. 

Pasal 3 huruf ij : Cukup jolos. * 
.' • . • • \ . . . . . . . 

.Pasal 4 dan Posai 5 : Cukup jolac. 

Pasal 6 .: Pungùtan yang dinaksud dalan pasal ini , nflatrth . 

pungutan torhadop urtisan-iirusan yang tolah diserah 

lam accora-nyata. 

Pasal 7 : Sebagai unsur pololrsàna di Daorah. ot'os urueon-urus 

an yang' tolah discrahlran kepada Daorah Tinglcat II, 

naka Ponorintah Dabrah nonbentuk Dinas Pariwiòata 

sesuai dongan' pedonon yang ditetapkan oloh Mentori 

" Dalan ITegori. ... ..... 

posai 8 s/d Pasal il : Cukup jolas. 


